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Abstract: The aim of this research was to uncover how the recognition, measurement,
presentation and disclosure of accounting practices mudharabah sharia in Islamic finance
at PT Sulselbar Bank Syariah Makassar. The data analysis method used in this research is
qualitative descriptive analysis prefentif. Company data that supports research data
collected then analyzed by describing the state of the object or describe real research. The
results showed that in general the Bank has applied the accounting practices mudharabah in
accordance with generally accepted accounting principles in Islamic banking Indonesia and
in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Nomor 105 but
related to the implementation of the pillars and terms of financing is not fully in accordance
with the National Sharia Board Fatwa such differences persentage funds provided to
customers. Financing portion by using mudharabah still smaller than murabahah financing.
This is influenced by the allocation of financing for working capital only, while the
murabahabh financing in addition to working capital investment and consumption.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

PSAK Nomor 105 yang mengatur
mengenai mudharabah merupakan salah
satu proses evaluasi apakah sistem
perbankan syariah yang ada telah
dijalankan sesuai dengan peraturan
syariah dan prinsip-prinsip  syariah
sehingga peneliti  bermaksud untuk
mengungkap praktik penerapan
akuntansi syariah akad mudharabah
pada pembiayaan syariah di PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar berdasarkan
kesesuaian dengan PSAK Nomor 105
dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Peneliti mengamati perkembangan
wacana akuntansi syariah saat ini
menunjukkan bahwa pembahasan telah
mencapai tataran filosofis dan teoritis,
namun pembahasan pada tataran teoritis
belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu,
peneliti  tertarik  untuk  melakukan
penelitian lebih lanjut khususnya terkait

dengan praktik akuntansi syariah akad
mudharabah pada pembiayaan syariah di
perbankan. Peneliti ingin mengungkap
praktik  akuntansi ~ syariah  akad
mudharabah pada perbankan syariah dan
apakah pelaksanaan praktik akuntansi
syariah  akad mudharabah  pada
pembiayaan syariah di PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar telah sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 105 dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Akuntansi  syariah  merupakan
proses akuntansi yang digunakan oleh
lembaga-lembaga keuangan syariah
yang melakukan transaksi syariah yang
meliputi pengukuran dan pengakuan,
penyajian serta pengungkapan. PSAK
Nomor 105 merupakan acuan dalam
penerapan  sistem  syariah  yang
mengedepankan  tentang  hubungan
kerjasama antara pemilik modal dengan
pengelola dana, sehingga dengan adanya
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batasan tersebut diharapkan terjadi
transaksi yang lebih transparan.

Alasan Penelitian

Perbankan syariah yang mewakili
penelitian ini adalah PT Bank Sulselbar
Syariah Makassar dengan beberapa
pertimbangan. Pertama; bank tersebut
merupakan bank milik pemerintah
daerah yang memiliki aset dan jumlah
transaksi produk pembiayaan syariah
yang cukup besar. Kedua, bank tersebut
secara berkala atau triwulan
mempublikasikan laporan Kinerja
keuangan kepada publik dengan tujuan
transparansi.  Ketiga, lokasi bank
tersebut berada dalam kota tempat
dimana peneliti menempuh pendidikan
sehingga dapat memudahkan peneliti
dalam efisiensi biaya dan waktu penelitian.

Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang
yang telah diuraikan, maka masalah
yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana  pengakuan,  pengukuran,
penyajian dan pengungkapan praktik
akuntansi syariah akad mudharabah
pada pembiayaan syariah di PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar?

Kerangka teori:

Bank syariah adalah bank yang
beroperasi dengan tidak mengandalkan
pada bunga. Bank syariah juga dapat
diartikan sebagai lembaga keuangan/
perbankan  yang operasional dan
produknya dikembangkan berlandaskan
Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.

Prinsip bank syariah yang terdiri
dari nilai pertanggungjawaban, keadilan,
dan kebenaran selalu melekat pada
sistem  akuntansi  syariah  yang
berdasarkan pada hukum syariah. Ketiga
nilai ini tentu saja menjadi prinsip dasar
yang  sifatnya  universal dalam
operasional akuntansi Islam.

Produk perbankan syariah antara
lain penyaluran dana berdasarkan

tujuannya, penghimpunan dana berupa
giro, tabungan dan deposito, serta jasa
perbankan lainnya seperti sharf dan ijarah.

Definisi  dari  akad adalah
kesepakatan tertulis antara bank dan
nasabah dan/atau pihak lain yang
memuat hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak sesuai dengan prinsip
syariah (Peraturan Bank Indonesia,
Nomor: 9/19/PB1/2007).

Mudharabah berasal dari kata
dharb, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini
lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam
menjalankan usaha (Antonio, 2001: 95).

Salah satu akad bank syariah yang
menggunakan sistem bagi hasil yaitu
akad mudharabah. Akad mudharabah
adalah akad kerja sama usaha antara dua
pihak di mana pihak pertama (shahibul
maal) menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola. Keuntungan dari hasil usaha
secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituang dalam
kontrak, sedangkan apabila  rugi
ditanggung oleh pemilik dana selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian
pengelola.  Apabila  kerugian itu
diakibatkan karena kecurangan atau
kelalaian pengelola dana maka pengelola
dana harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Hal ini juga sesuai dengan
berlandaskan pada Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-
MUI/IV/2000, bahwa pihak Lembaga
Keuangan Syariah dapat menyalurkan
dananya kepada pihak lain dengan cara
mudharabah yaitu akad kerjasama suatu
usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama  (shahibul maal/lLKS) menyediakan
seluruh modal sedangkan pihak kedua
(mudharib/nasabah) bertindak selaku
pengelola dan keuntungan usaha dibagi
antara mereka sesuai kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak.
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Sesuai  PSAK  Nomor 105
dijelaskan bahwa mudharabah adalah
akad kerja sama usaha antara dua pihak
dimana pihak pertama (pemilik dana)
menyediakan seluruh dana, sedangkan
pihak kedua (pengelola dana) bertindak
selaku pengelola dan keuntungan dibagi
diantara mereka sesuai kesepakatan dan
kerugian finansial hanya ditanggung
oleh pemilik dana. Sementara makna
mudharabah dalam sistem perekonomian
modern, khususnya perbankan kemudian
berkembang.

Rukun mudharabah antara lain
pelaku  (pemilik  modal  maupun
pelaksana usaha), objek mudharabah
(modal dan kerja), persetujuan kedua
belah pihak (ijab gabul) dan nisbah
keuntungan.

Berdasarkan PSAK Nomor 105
tentang akuntansi mudharabah,
dijelaskan secara rinci acuan akuntansi
tentang pengukuran, pengakuan,
penyajian dan pengungkapan transaksi
mudharabah yang dilakukan oleh bank
sebagai pemilik dana atau shahibul maal.

Agency theory adalah teori yang
menjelaskan tentang hubungan antara
principal dan agent, dimana principal
mendelegasikan ~ wewenang  kepada
agent dalam hal pengelolaan usaha
sekaligus pengambilan keputusan dalam
perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976
dalam Maharani, 2008).

Teori  keagenan  menyatakan
adanya hubungan kerja antara pihak
yang memberi wewenang (prinsipal)
yaitu investor dengan pihak yang
menerima wewenang (agensi) Yyaitu
manajer, dalam bentuk kontrak Kkerja
sama yang disebut ”nexus of contract”
(http://ekonomi.untag-smd.ac.id). Dalam
perbankan, hubungan ini terjadi antara
pihak bank sebagai principal dan
nasabah peminjam sebagai agent.

Masalah yang terjadi dalam
hubungan keagenan disebabkan adanya
perbedaan kepentingan antara principal
dan agent sehingga masing-masing

pihak saling berusaha meningkatkan
kepentingannya. Konflik kepentingan
antara principal dan agent terjadi karena
adanya perbedaan antara kedua belah
pihak. Agent mungkin berbuat atau
menjalankan usaha tidak selalu sesuai
dengan yang diharapkan pihak principal.

Permasalahan lain yang timbul
dalam teori keagenan adalah terjadinya
asymmetric information yaitu informasi
yang tidak seimbang antara principal
dan agent, dimana agent lebih banyak
mengetahui tentang keadaan usaha yang
dimodali oleh pihak principal. Hal ini
nantinya akan menimbulkan biaya yang
tinggi untuk mengawasi dan verifikasi
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
agent, dengan kata lain akan menimbulkan biaya
keagenan (agency cost).

Menurut Freeman, dkk. (2010, 25);
ide dasar dari menciptakan nilai bagi
stakeholder cukup sederhana. Bisnis
dapat dipahami sebagai seperangkat
hubungan antara kelompok-kelompok
yang memiliki kepentingan dalam
kegiatan yang membentuk bisnis. Bisnis
adalah tentang bagaimana pelanggan,
pemasok, karyawan, pemodal
(pemegang saham, pemegang obligasi,
bank, dan lain sebagainya), masyarakat,
dan manajer berinteraksi dan
menciptakan nilai. Untuk memahami
suatu bisnis adalah dengan cara mengetahui
bagaimana hubungan ini bekerja dan
tugas para pengusaha adalah mengelola
dan membentuk hubungan tersebut.

Menurut The Clarkson Centre for
Business Ethics (1999) dan Magness
(2008) dalam Iranan (2011), stakeholder
perusahaan dibagi menjadi dua bentuk
besar yaitu primary stakeholders merupakan
pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan secara ekonomi terhadap
perusahaan dan menanggung risiko
seperti investor, kreditor, karyawan, dan
komunitas lokal namun disisi lain
pemerintah juga termasuk dalam golongan
primary stakeholders walaupun tidak secara
langsung mempunyai hubungan secara
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ekonomi namun hubungan diantara
keduanya lebih bersifat non kontraktual,
dan secondary stakeholders dimana sifat
hubungan keduanya saling
mempengaruhi  namun kelangsungan
hidup perusahaan secara ekonomi tidak
ditentukan oleh stakeholder jenis ini.
Contoh secondary stakeholders adalah
media dan kelompok kepentingan
seperti lembaga sosial masyarakat dan
serikat buruh.

Teori strukturisasi memusatkan
pada praktik sosial yang pada dasarnya
adalah sebuah teori yang menghubungkan antara
agen dan struktur. Menurut Giddens
antara agen dan struktur seperti dua mata
uang logam dan memiliki hubungan dwi
rangkap. Titik tolak analisisnya adalah
tindakan manusia.

Entitas bisnis yang berorientasi
pada profit dan stakeholders merupakan
implikasi penggunaan entity theory (atau
sebaliknya). Entity theory sangat jauh
dari konsep Islam karena entity theory
memiliki nilai individual dan profit
oriented, sedangkan Islam memiliki
karakter yang berbeda yaitu bersifat
lebih sosial dan berorientasi pada zakat.

Triyuwono (2006, 35) menyatakan
akuntansi syariah tidak saja sebagai
bentuk akuntabilitas (accountability)
manajemen terhadap pemilik perusahaan
tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada
stakeholders dan Tuhan.

Slamet (2001) dalam Triyuwono
(2006, 351) mempunyai penilaian
tersendiri mengapa enterprise theory
dianggap teori yang paling pas untuk
akuntansi syariah. Menurutnya,
enterprise theory mengandung nilai
keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah,
dan pertanggungjawaban.

Mengacu pada pendapat di atas,
maka konsep teoritis yang mampu
memberikan dasar dalam pembentukan
prinsip dan teknik akuntansi yang
menghasilkan bentuk akuntabilitas dan
informasi  yang  dibutuhkan oleh
stakeholder adalah enterprise theory

karena enterprise theory memandang
bahwa eksistensi perusahaan tidak
terlepas dari kontribusi para partisipan
seperti karyawan, kreditor, pemerintah,
dan masyarakat. Namun, enterprise
theory masih bersifat duniawi dan tidak
memiliki konsep Tauhid. Agar konsep
teoritis ini benar-benar sesuai syariah,
maka perlu diinternalisasikan nilai
tauhid karena dengan konsep ini kita
dapat memasukkan konsep kepemilikan
dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi,
dan konsep pertanggungjawaban.

Ekonomi Islam tidak menzalimi
masyarakat khususnya kaum yang lemah
sebagaimana yang terjadi di masyarakat
kapitalis. Islam juga tidak menzalimi
hak individu, sebagaimana yang
dilakukan ~ kaum  sosialis.  Islam
mengakui hak individu dan masyarakat,
juga meminta mereka melaksanakan
kewajiban  masing-masing.  Dengan
demikian, Islam  menjalankan  peranannya
dengan pemenuhan keadilan serta
kebijaksanaan termasuk dalam prinsip
keadilan dalam memberikan upah
kepada pekerja sesuai dengan keahlian
kerja dan kontribusi yang mereka berikan.

Selanjutnya untuk menciptakan
keadilan dalam kegiatan ekonomi
dibutuhkan akuntansi sebagai media
pendekatan dan pelaporan transaksi.
Tujuan pencatatan dalam Islam adalah
untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan
dan keadilan. Antara dua atau beberapa
pihak yang mempunyai hubungan
muamalat.

Akuntansi harus bisa menjamin
bahwa informasi-informasi yang disusun
dan disajikan harus benar-benar bebas
dari unsur penipuan dan ketidakadilan,
serta bebas dari pemihakan kepada
kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang
diberikan harus transparan, teruji, dan
dapat dipertanggungjawabkan dunia
akhirat. Dalam konteks ini, akuntan
jangan hanya berhenti pada masalah
perlakuan  pendapatan,  pengakuan,
pelaporan persediaan, pemilihan metode
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penyusutan, perlakuan pada pembayaran
dimuka, dan sebagainya. Isu pokok
harus dijadikan fokus perhatian dalam
hal manakah metode yang adil dan
menggambarkan apa yang telah terjadi
dalam batas-batas sosial dan perilaku
yang dialami (Harahap, 2001:183).

Penelitian sebelumnya

Penelitian ini memiliki persamaan
dengan beberapa penelitian sebelumnya
terkait topik yang diteliti mengenai
pembiayaan mudharabah. Perbedaannya
adalah pada penelitian-penelitian
sebelumnya lebih mengkaji pada aspek
operasional serta teknis penyaluran
pembiayaan mudharabah sesuai dengan
rukun dan syarat syariah, sedangkan
pada penelitian ini mengungkap secara
detail praktik akuntansi akad mudharabah dengan
instrument pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan.

Kelemahan penelitian sebelumnya
adalah hasil penelitian tidak memberikan
gambaran secara detail bagaimana
praktik akuntansi akad mudharabah dan
kesesuaiannya dengan praktik akuntansi
syariah berdasarkan PSAK 105 dan
Fatwa DSN pada pembiayaan mudharabah,
dimana kedua pedoman tersebut berisi
acuan transaksi keuangan syariah secara
rinci yang diharapkan implementasinya
mampu  memberikan  kelengkapan,
keakuratan dan kejelasan informasi yang
disampaikan dalam laporan perbankan
syariah sehingga dapat lebih mudah
dipahami sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian di PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar.

Metode Analisis yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif, dimana data
yang diperoleh baik dari wawancara
maupun  studi  kepustakaan  akan
dianalisis secara kualitatif yaitu dengan
mengkaji, memaparkan, menelaah dan
menjelaskan data-data yang diperoleh

mengenai praktik akuntansi syariah yang
dilakukan PT Bank Sulselbar Syariah
Makassar dalam proses pelaksanaan
pembiayaan mudharabah.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

PT Bank Sulselbar  Syariah
Makassar telah menerapkan akuntansi
tentang pengukuran, pengakuan,
penyajian dan pengungkapan transaksi
pembiayaan dengan menggunakan akad
mudharabah sesuai dengan PSAK
Nomor 105. Ruang lingkup pernyataan
yang diatur dalam PSAK tersebut
diterapkan untuk  entitas  yang
melakukan transaksi mudharabah baik
sebagai pemilik dana maupun sebagai
pengelola dana. Hal ini sesuai pula
dengan teori keagenan (agency theory)
yang menyatakan adanya hubungan
perjanjian atau kesepakatan antara pihak
pemberi wewenang (dalam hal ini Bank
sebagai pemilik dana) dengan penerima
wewenang (dalam hal ini nasabah
sebagai pengelola dana) terkait dengan
pengelolaan usaha sekaligus
pengambilan keputusan.

PT Bank Sulselbar  Syariah
Makassar telah menerapkan rukun
dalam akad mudharabah terkait
kesepakatan (ijab gabul) dengan pemilik
modal maupun pengelola dana serta
nisbah yang diterima kedua belah pihak
namun dalam hal persentase atau jumlah
dana yang diberikan kepada pengelola
dana/nasabah belum sesuai dengan
Fatwa DSN, dimana jumlah dana yang
disalurkan kepada pengelola dana
sebesar 100% dari jumlah yang diajukan
oleh nasabah namun pihak Bank tidak
menyalurkan dana sesuai dengan aturan
tersebut karena pihak Bank tidak ingin
mendapatkan risiko yang mungkin terjadi.

Penyaluran pembiayaan di PT
Bank Sulselbar Syariah Makassar
mengacu pada teori 5C, yakni:
character, capital, condition, capacity,
dan collateral. Risiko bagi hasil yang
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diakibatkan oleh investasi mudharabah
juga dipengaruhi oleh aspek
kepercayaan atau trust antara pihak
pengelola dana dengan Bank.

PT Bank Sulselbar  Syariah
Makassar lebih mengutamakan prinsip
kehati-hatian untuk menghindari
terjadinya cidera janji. Oleh karena itu,
bank mengantisipasi terjadinya risiko
dengan mempertimbangkan syarat &
mekanisme yang berlaku agar tidak
terjadi sengketa.

Risiko operasional merupakan
aspek yang harus dipertimbangkan oleh
pihak intern bank dalam hal kecakapan
dalam menjustifikasi nilai bagi hasil
seperti perhitungan secara riil mengenai
porsi bagi hasil, validitas dan legalitas
yang kuat, oleh karena PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar dominan
menyalurkan pembiayaan mudharabah
untuk modal kerja dalam scope usaha
tradisional yang berbeda dengan pengelola
dana dari kalangan bisnis modem.

PT Bank Sulselbar  Syariah
Makassar tidak mampu menjanjikan
besarnya porsi bagi hasil untuk bank
atau pengelola dana karena tidak dapat
melakukan  estimasi  secara  pasti,
melainkan membutuhkan analisa laporan
bulanan untuk melihat hasil pengelolaan
dana. Jika perusahaan memiliki skala
besar, maka bank akan meminta
deskripsi  akun  transaksi  untuk
menentukan berapa besar ekspektasi.

Kaidah pembiayaan mudharabah
harus jelas namun jika pengelola dana
tidak dapat mengungkap deskripsi akun
transaksi yang terjadi, maka bank akan
menentukan  besarnya bagi  hasil
berdasarkan siklus experience, siklus
cash to experience, dan tidak
diperkenankan dengan jangka waktu
lebih dari 30 hari agar peruntukan dana
yang dikelola tepat pada sasaran dan
menjaga likuiditas.

Umumnya risiko  pembiayaan
disebabkan oleh unconditional profit
namun hal ini bisa diminimalisir dengan

adanya parameter dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), misalnya ditetapkan
awal bulan setiap tanggal 1 (satu) ada
penghasilan  masuk, namun bulan
berikutnya terdapat perbedaan tanggal.
Dana sifatnya temporary & dipantau
sedemikian rupa sehingga analisis risiko
harus dijabarkan secara detail.

Berdasarkan hasil penelitian dan
wawancara yang dilakukan di PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar, peneliti
menjabarkan  bagaimana  penerapan
praktik  akuntansi ~ syariah  akad
mudharabah  pada Bank tersebut
kemudian dikaitkan dengan PSAK
Nomor 105 dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional.

PT Bank Sulselbar Syariah Makassar
mengakui timbulnya pembiayaan
mudharabah pada saat telah melakukan
pencairan dana (dropping) kepada
nasabah melalui akun rekening nasabah.
Pengukuran dan pengakuan dalam dana
investasi tidak terikat diakui sebagai
investasi tidak terikat.

Pada akhir periode akuntansi,
investasi tidak terikat diukur sebesar
nilai tercatat dan hal ini sesuai dalam
PSAK 59 Paragraf 29. Bagi hasil
investasi  tidak terikat dialokasikan
kepada Bank dan pemilik dana sesuai
dengan nisbah yang disepakati, hal ini
sesuai dengan PSAK 59 Paragraf 30.

Terkait dengan modal yang
disetor, PT Bank Sulselbar Syariah
Makassar belum memiliki modal sendiri
karena masih menunggu spread hold
dari kantor pusat atau dengan kata lain
tidak ada modal yang terpisah total
dengan bank konvensional dan masih
menggunakan rekening antar kantor
(RAK). Hal ini mengakibatkan batasan
akan lebih kecil, dan aktiva tertimbang
menurut risiko di kantor pusat akan
berubah karena modal dialihkan ke
syariah. Saat ini PT Bank Sulselbar
Syariah Makassar hanya melakukan
konsolidasi & belum memberikan
pendapatan, belum ada transmisi rugi
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laba yang mengakibatkan pengurangan
modal kantor. Hal ini sejalan dengan
upaya OJK  untuk  mendorong
perkembangan pembiayaan bank syariah.

Terkait dengan pengakuan
pembiayaan yang diterapkan oleh PT
Bank Sulselbar Syariah Makassar sesuai
dengan PSAK Nomor 105 Paragraf 12,
dana mudharabah yang disalurkan oleh
pemilik dana diakui sebagai investasi
mudharabah pada saat pembayaran kas
atau penyerahan aset non kas kepada
pengelola dana.

Selanjutnya PSAK Nomor 105
Paragraf 14 dan 15, jika nilai investasi
mudharabah  turun  sebelum usaha
dimulai disebabkan rusak, hilang atau
faktor lain yang bukan kelalaian atau
kesalahan pihak pengelola dana maka
penurunan nilai tersebut diakui sebagai
kerugian dan mengurangi saldo investasi
mudharabah. Namun jika sebagian
investasi mudharabah hilang setelah
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian
atau kesalahan pengelola dana, maka
kerugian tersebut diperhitungkan pada
saat bagi hasil.

Pengakuan bagi hasil mudharabah
tercantum dalam PSAK Nomor 105
Paragraf 20, jika investasi mudharabah
melebihi satu periode laporan, maka
penghasilan usaha diakui dalam periode
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah
yang disepakati. Selanjutnya Paragraf
21, kerugian yang terjadi dalam suatu
periode sebelum akad mudharabah
berakhir diakui sebagai kerugian dan
dibentuk penyisihan kerugian investasi.
Pada saat akad mudharabah berakhir,
selisih antara: (i) Investasi mudharabah
setelah dikurangi penyisihan kerugian
investasi, dan (ii) Pengembalian
investasi mudharabah, diakui sebagai
keuntungan atau kerugian.

PSAK Nomor 105 Paragraf 23,
kerugian akibat kelalaian atau kesalahan
pengelola dana dibebankan pada
pengelola dana dan tidak mengurangi
investasi  mudharabah.  Sedangkan

Paragraf 24, bagian hasil usaha yang
belum dibayar oleh pengelola dana
diakui sebagai piutang.

Terkait ~ dengan pengukuran
pembiayaan yang diterapkan oleh PT
Bank Sulselbar Syariah Makassar sesuai
dengan PSAK Nomor 105 Paragraf
13(a), investasi mudharabah dalam
bentuk kas diukur sebesar jumlah yang
dibayarkan. Selanjutnya Paragraf 13(b),
investasi mudharabah dalam bentuk aset
non kas diukur sebesar nilai wajar aset
non kas pada saat penyerahan: (i) Jika
nilai wajar lebih tinggi daripada nilai
tercatatnya diakui maka selisihnya
diakui sebagai keuntungan tangguhan
dan diamortisasi sesuai jangka waktu
akad mudharabah. (ii) Jika nilai wajar
lebih rendah daripada nilai tercatatnya,
maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pengukuran bagi hasil mudharabah
tercantum dalam PSAK Nomor 105
Paragraf 11, pembagian hasil usaha
mudharabah dapat dilakukan
berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi
laba (profit sharing). Jika berdasarkan
prinsip bagi  hasil, maka dasar
pembagian hasil usaha adalah laba bruto
(gross profit) bukan total pendapatan
usaha (omsef). Sedangkan jika berdasarkan
prinsip laba, dasar pembagian adalah
laba neto (non profit) vyaitu bruto
dikurangi beban yang berkaitan dengan
pengelolaan dana mudharabah.

Terkait dengan penyajian
pembiayaan yang diterapkan oleh PT
Bank Sulselbar Syariah Makassar sesuai
dengan PSAK Nomor 105 Paragraf 36,
pemilik dana menyajikan investasi
mudharabah dalam laporan keuangan
sebesar nilai tercatat. Selanjutnya
Paragraf 37, pengelola dana menyajikan
transaksi mudharabah dalam laporan
keuangan: (i) Dana syirkah temporer
dari pemilik dana disajikan sebesar nilai
tercatatnya untuk setiap  jenis
mudharabah. (ii) Bagi hasil dana syirkah
temporer yang sudah diperhitungkan
namun belum diserahkan  kepada
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pemilik dana disajikan sebagai pos bagi
hasil yang belum dibagikan dikewajiban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilaksanakan, peneliti menarik
kesimpulan bahwa:

1. Secara umum, PT Bank Sulselbar
Syariah Makassar telah menerapkan
praktik akuntansi akad mudharabah
pada pembiayaan mudharabah sesuai
dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di perbankan syariah
Indonesia dan telah sesuai dengan
Pernyataan ~ Standar  Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 105 yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dalam hal pengukuran dan
pengakuan, penyajian, serta pengungkapan.
Namun secara khusus, rukun dan
syarat pembiayaan = mudharabah
belum diterapkan 100% karena
terdapat beberapa hal yang tidak
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) seperti perbedaan
persentase atau jumlah dana yang
diberikan kepada pengelola
dana/nasabah.

2. PT Bank Sulselbar Syariah Makassar
menggunakan akuntansi  tanggal
penyelesaian untuk mencatat seluruh
transaksi asset keuangan yang lazim
(regular). Dalam pembiayaan dengan
menggunakan akad mudharabah,
pengakuan hanya dilakukan secara
cash basic dimana proyeksi hanya
merupakan acuan dan pihak Bank
hanya menyajikan investasi mudharabah
dalam laporan keuangan sebesar
nilai tercatat.

3. Porsi pembiayaan dengan menggunakan
akad mudharabah di PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar yang
disalurkan dalam bentuk pinjaman
modal kerja masih lebih kecil
dibandingkan pembiayaan dengan
menggunakan akad murabahah yang
peruntukannya lebih bervariasi untuk
modal kerja, investasi, dan konsumsi.

Berdasarkan  pembahasan  dan
simpulan  yang telah  diuraikan
sebelumnya, maka peneliti memberikan
saran kepada Manajemen PT Bank
Sulselbar Syariah Makassar sebagai
berikut:

1. Berdasarkan sistem syariah, modal
perbankan syariah wajib untuk
dipisahkan dengan modal perbankan
konvensional sehingga diharapkan
kedepannya PT Bank Sulselbar
Syariah Makassar memisahkan modalnya.

2. Pembiayaan dengan menggunakan
akad mudharabah lebih  disosialisasikan
kepada masyarakat umum agar porsi
pembiayaan = mudharabah  dapat
meningkat dan persentasenya sama
dengan pembiayaan murabahah.

3. PT Bank Sulselbar Syariah Makassar
sudah menerapkan analisis risiko
pembiayaan sebelum menyalurkan
pembiayaan kepada nasabah, namun
belum  sepenuhnya  menerapkan
rukun dan syarat dalam menyalurkan
pembiayaan mudharabah khususnya
terkait dengan Fatwa DSN.
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